MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESA
NOM OR : 172/KM K.06/2002
TENTANG
PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN M ENTERI KEUANGAN NOM OR
448/KM K.017/2000 TENTANG PERUSAHAAN PEM BIAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESA,

M enimbang : a. bahwa daam upaya meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan guna
mempercepat  pemulihan  perekonomian nasiona, perlu dilakukan

peny empurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiay aan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana yang dimaksud daam
huruf a perlu menetgpkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perubahan  atas  Keputusan  Mentei Keuangegn ~ Nomor
448/KM K .017/2000 tentang Perusahaan Pembiay aan;

Mengngat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lau Lintas Devisadan
Sstem Nila Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3844);

2. Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4191);

3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 53);

4. Keputusan Presiden Nomor 228/ Tahun 2001;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KM K.017/2000 tentang

Perusahaan Pembiay aan ;

MEMUTUSKAN :



M enetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
448/KM K.017/2000  TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

Pasd |

Bebergpa ketentuan ddam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
448/KM K.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan diubah sebaga
berikut :

1. Ketentuan Pasa 4 diubah, sehingga kesduruhan Pasal 4 berbunyi
sebagal berikut:
"Pasd 4
Kegatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk :
a pembelian dan atau pengdihan; serta
b. pengurusan,
piutang atau taghan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam
atau luar negeri. “

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasd 10 berbunyi
sebagal berikut :
" Pasd 10

Permohonan untuk mendapatkan 1zin Usaha sebagaimana dimaksud

ddam Pasd 9 ayat (1) digukan kepada M enteri sesua dengan format

daam Lampiran | dan wgjib dilampiri dengan :

a akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah
disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurangkurangnya
memuat :

1) namadan tempat kedudukan,

2) kegatan usahasebaga Perusahaan Pembiay aan,

3) permodaan;

4) kepemilikan;

5) wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi, dan dewan

komisaris atau pengurus dan pengawas;

b. data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas

yang meliputi :



1) fotokopi tanda pengend yang depa berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau paspor;

2) daftar riwayat hidup;

3) surat pernyataan
a) tidak tercatat sebaga debitur kredit macet di sektor

perbankan;

b) tidak pernah meakukan tindakan tercela di bidang
perbankan;

c) tid&k pernah dihukum karena tindakan pidana
kgahatan; dan

d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah
yang mengekibatkan suatu  perseroan/perusahaan
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempuny a kekuatan hukum tetap;

4) bukti berpengdaman operasiona di bidang Perusahaan
Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun bag salah satu direksi atau pengurus,

5) fotokopi Kartu lIzin Menetagp Sementara (KIMS) dan
fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bag
warganegaraasing :

a) untuk direksi atau pengurus; dan

b) untuk anggota dewan komisaris atau pengawas yang
dimaksud menetap di Indonesia;

c. datapemegang saham atau anggota, ddam hd :

1) perorangan, wgib dilampiri dengan dokumen sebagaimana
dimaksud daam huruf b angka 1, 2, dan angka 3 serta surat
pernyataan bahwa setoran modd tidak berasa dari
pinjaman dan kegatan pencucian uang(money laundering);

2) badan hukum, wagjib dilampiri dengan :

a) a&kta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar
berikut perubahan-perubahan yang teah mendapat
pengesahan dari instansi berwenang termasuk bag
badan usaha asing sesua dengan ketentuan yang
berlaku di negaraasd;

b) lgporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan
publik dan laporan keuangan terakhir; dan



C) dokumen sebagaman dimaksud daam huruf b angka
1,2, dan angka 3 bag pemegang saham dan direksi atau
pengurus;

d. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personaia;

e. fotokopi bukti pedunasan moda disetor daam bentuk deposito
berjangka pada sadah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi
oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama daam
proses pengguan izin usaha;

f. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang
kurangny amemuat :

1) rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan
untuk mewujudkan rencana dimaksud;

2) proyeksi aus kas, neraca, dan perhitungan labarug
bulanan dimulai sgak Perusahaan Pembiayaan melakukan
kegatan operasiond;

g bukti kesigpan operasiona antaralain berupa:

1) daftar aktivatetap dan inventaris;

2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa
meny ewa gedung kantor;

3) contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan ;
dan

4) Nomor Pokok Wajib Pgak (NPWP);

h. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia
bag perusahaan patungan.”

. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga kesduruhan Pasd 13 berbunyi
sebagai berikut :
"Pasd 13

M odd disetor atau simpanan pokok dan simpanan wgjib Perusahaan
Pembiay aan ditetgpkan sebaga berikut :

a Perusahaan swasta nasiond aau perusahaan patungan sekurang

kurangny a sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).”

. Ketentuan Pasa 15 diubah, sehingga kesduruhan Pasa 15 berbunyi
sebagal berikut :
"Pasd 15



(1) Bag pemegang saham yang berbentuk hukum, jumlah penyertaan
moda pada Perusahaan Pembiayaan ditetgpkan setingg-tinggnya
sebesar modd sendiri dikurang dengan penyertaan yang telah
dilakukan.

(2) Moda sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Perseroan
Terbatas merupakan penjumlahan dari modd disetor, ago saham,
cadangan, dan sddo laba.

(3) Modd sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Koperasi
merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wgib,
hibah, moda peny ertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha.”

5. Ketentuan Pasd 16 aya (1) diubah sehingga Pasd 16 ayat (1)
berbunyi sebagal berikut :

(1) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus
dan pengawas Perusahaan Pembiay aan sekurang-kurangnya wgjib
memenuhi persyaratan :

a tidak tercatat sebaga debitur kredit macet di sektor
perbankan;

b. tidek pernah meakukan tindakan tercda di  bidang
perbankan;

c. tidak pernah dihukum karenatindak pidanakegahatan ;

d. setoran moda pemegang saham tidak berasa dari pinjaman
dan kegatan pencucian uang (money laundering);

e. sdah sau direksi atau pengurus harus berpengdaman di
bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun; dan

f. tidak pernah dinyatakan pallit atau dinyatakan bersalah
yang mengakibatkan perseroan/ perusahaan dinyatakan
palit berdasarkan putusan pengadilan yang teah
mempuny ai kekuatan hukum tetap.”

6. Ketentuan Pasd 17 ayat (2) diubah sehingga Pasd 17 ayat (2)
berbunyi sebagai berikut :
"Pasd 17
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) disampakan sesua
dengan format sebagaimana ditetgpkan ddam Lampiran 1A,
Lampiran [IB, dan aau Lampiran 1IC Keputusan M enteri

Keuangan ini sertawajib dilampiri dengan :



a risdah rgpat umum pemegang saham atau rapat anggota;
b. dokumen sebagaimana dimaksud daam Pasa 10 huruf b dan
atau huruf c;

C. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilgporkan

kepada instansi berwenang dan didaftarkan dadam Daftar
Perusahaan.”

7. Ketentuan Pasa 24 diubah sehingga kesduruhan Pasd 24 berbunyi
sebagal berikut :

"Pasal 24

(1) Bag Perusahaan Pembiayaan yang meakukan restrukturisasi

utang usaha melaui Satuan Tuges Prakarsa Jakarta dan atau Badan
Penyehatan Perbankan Nasiond dikecudikan dari ketentuan Pasdl
23 ayat (6).

(2) Untuk dapat melakukan restrukturisasi utang usaha sebagaimana

dimaksud dalam ay at (1), Perusahaan Pembiay aan wgjib:

a membuat rencana kerja yang sekurang-kurangnya memenuhi

syad :

1) kemampuan mendatangkan keuntungan pada masa akan
datang;

2) kemampuan untuk membayar utang, sesua Syarat yang
harus dipenuhi ddam pola restrukturisasi yang teah
disepakati;

3) mangemen likuiditas, yang mencerminkan kemampuan
Perusshaan Pembiayaan menghasilkan kas  untuk
memenuhi kewgjiban jangka pendek yangjatuh tempo; dan

4) solvency.

b. memperoleh pernyataan tertulis dari Satuan Tuges Prakarsa
Jakarta dan atau Badan Penyehatan Perbankan Nasiona
sebagal  debitur yang memenuhi persyaratan dalam rangka

restrukturisasi utang usaha
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sedama 3
(tiga) tahun sgak Keputusan M enteri Keuangan ini ditetapkan.

(4) Bag Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbuka

berlaku ketentuan di bidang pasar modd.
(5) Restrukturisasi utang usaha sebagaimana dimaksud daam ayat (1)

dan ayat (2) wgib dilaporkan kepada M enteri selambat-lambatny a

10 (sepuluh) hari segak perjanjian restrukturisasi ditandatangani



dan meampirkan perjanjian restrukturisasi dan pernyataan tertulis
sebagaimana dimaksud daam ay at (2) huruf b.”

8. Ketentuan Pasd 26 aya (2) diubah sehingga Pasd 26 ayat (2)
berbunyi sebagai berikut :

" Pasdl 26

(2) Penyertaan moda pada setigp perusahaan di sektor keuangan tidak

bolen mdebihi 25% (dua puluh lima per seratus ) dari moda

disetor perusahaan y ang menerimapeny ertaan.”

9. Ketentuan Pasa 28 diubah sehingga kesduruhan Pasa 28 berbunyi
sebagal berikut :

D

(2)

3

10. Di

"Pasd 28
Perubahan nama Perusahaan Pembiayaan wagib dilgporkan
kepada M enteri sdambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
perubshan nama dilaksanakan sesua dengan format daam
Lampiran VII.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) wajib dilampiri :
a risdah rgpat umum pemegang saham,
b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh
instansi berwenang; dan
c. Nomor Pokok Wgjib Pgjak(NPWP)
Berdasarkan lgporan sebagamana dimaksud dadam aya (1),
Menteri menetgpkan perubahan aas Keputusan M enteri
Keuangagn mengena  pemberian  Izin  Usaha Perusashaan
Pembiay aan y ang bersangkutan.”

antara Pasd 34 dan Pasa 35 disisipkan 1 (satu) pasad baru yakni

Pasa 34A berbunyi sebagal berikut :

"Pasd 34 A

(1) Pencabutan Izin Usaha oleh Menteri dilakukan pula terhadap

Perusshaan Pembiayaan yang meanggar ketentuan Undang
undang nomor 24 Tahun 1999 tentang Lau Lintas Devisa dan
Sstem Nila Tukar dan perauran pedaksanaannya
(2) Pencabutan 1zin Usaha sebagamana dimaksud daam ayat (1)
dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia.”



11. Ketentuan Pasd 35 diubah sehingga kesduruhan Pasad 35 berbunyi
sebaga berikut :

" Pasal 35

Perusahaan Pembiay aan bubar karena:

a keputusan rgpat umum pemegang saham atau rapat anggota;

b.

jangka waktu berdirinya perusshaan yang ditetgpkan daam
anggaran dasar berakhir;

putusan pengadilan; atau

keputusan pemerintahan sebagaimana dimaksud daam Undang
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”

12. Diantara Pasal 36 dan Pasd 37 disisipkan 1 (satu) pasa baru yakni
Pasal 36A berbunyi sebaga berikut :

"Pasal 36 A

Laporan pembubaran Perusahaan Pembiay aan karena keputusan rapat

umum pemegang saham sebagamana dimaksud daam Pasa 36 wgib

pula dilampiri dengan surat pernyataan likuidator atau penyedesa

bahwa hak dan kewgiban Perusahaan Pembiayaan (ddam likuidasi)

diselesaikan sesual dengan ketentuan y ang berlaku.”

13. Ketentuan Pasd 38 diubah sehingga kesduruhan Pasad 38 berbunyi
sebaga berikut :

" Pasal 38

(1) Ddam hd Perusahaan Pembiayaan bubar berdasarkan putusan

pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator atau peny desa
waib melaporkan pembubaran tersebut kepada M enteri
selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sgak putusan pengedilan
mempuny a kekuatan hukum tetap atau dikduarkanny a keputusan

pemerintah.

(2) Laporan sebagaman dimaksud ddam ayat (1) wajib dilampiri:

a putusan pengadilan dan atau keterangan resmi yang
menyaakan putusan pengadilan mempunya kekuatan
hukum tetap; atau

b. keputusan pemerintah sebagamana dimaksud daam

Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.”



14. Ketentuan Pasd 39 diubah sehingga kesduruhan Pasa 39 berbunyi
sebaga berikut :

"Pasal 39

(1) Perusshaan Pembiayaan yang meakukan perubahan kegatan

(2)

usaha sehingga tidak lag menjadi Perusahaan Pembiay aan wagjib

melaporkan kepada M enteri selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari sgak perubshan anggaran dasar disahkan oleh instansi

berwenang.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ay a (1) wajib dilampiri :

a risdah rgpat umum pemegang saham atau rapat anggota;

b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi
berwenang; dan

C. surat pernyataan direksi atau pengurus bahwa hak dan
kewgjiban Perusahaan Pembiayaan disdesaikan sesua dengan

ketentuan yang berlaku.”

15. Ketentuan Pasd 41 diubah sehingga kesduruhan Pasd 41 berbunyi
sebagal berikut :

1)

(2)

3)

(4)

(%)

"Pasd 41
Setigp Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan
ddam Keputusan M enteri Keuangan ini dikenakan sanksi berupa
peringatan, pembekuan kegatan usaha, dan pencabutan Izin
Usaha
Peringatan sebagamana dimaksud ddam aya (1) diberikan
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kai berturut-turut dengan masa
berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
Ddam ha masa berlakunya peringatan ketiga sebagamana
dimaksud ddam ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan
tetgp tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), maka M enteri menetgpkan sanksi pembekuan kegatan
usaha Perusahaan Pembiay aan y ang bersangkutan.
Daam ha masa berlaku peringatan berakhir jatuh pada hari libur
nasiona maka peringatan berlaku hingga hari kerjaberikutny a
Pembekuan kegatan usaha diberikan secara tertulis untuk jangka
waktu 6 (enam) bulan dan mula berlaku 1 (satu) hari sgak surat
pembekuan ditetapkan.



16.

17.

18.

(6) Perusshaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan
kegatan usaha sebagamana dimaksud daam ayat (5) dilarang
melakukan kontrak pembiay aan baru.

(7) Ddam hd Perusahaan Pembiayaan teah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) sebdum berakhirnya
jangka waktu pembekuan kegatan usaha sebagaimana dimaksud
ddam ayat (5), Menteri mencabut sanksi pembekuan kegatan
usaha

(8) Apabila sampa dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan
kegatan usaha sebagamana yang dimaksud ddam ayat (5) tidak
juga memenuhi ketentuan, Menteri mencabut 1zin Usaha
Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan dengan Keputusan
M enteri Keuangan.”

Ketentuan Pasd 42 dihapus.

Diantara Pasd 43 dan Pasd 44 disisipkan 2 (dua) pasa baru yakni

Pasa 43A dan Pasa 43B masing-masing berbunyi sebagai berikut :
"Pasd 43 A

Perusahaan Pembiayaan yang tedlah memperoleh lzin Usaha dari

Menteri tetap dapat meakukan kegatan usahanya dengan

meny esuakan kepada ketentuan Keputusan M enteri Keuangan ini.”

"Pasd 43 B

Sanksi-sanksi yang teah diberikan berdasarkan Keputusan M enteri
Keuangan Nomor 1251/KM K.013/1988 sebagamana teah beberapa
kdi diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
446/KM K .017/1988, dinyatakan tetgp sah dan berlaku, dan untuk
sdanjutnya diseesakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
ini.”

Lampiran |, Lampiran I1l, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VII,
Lampiran VIII, dan Lampiran IX Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 448/KM K.017/2000 diubah sehingga menjadi sebagamana
ditetgpkan dadam Lampiran I, Lampiran |1, Lampiran I11, Lampiran |V,
Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII Keputusan M enteri

Keuangan ini.



19. Diantara Lampiran 1l dan Lampiran Ill disisipkan 3 lampiran baru

yatu Lampiran 1A, Lampiran [1B, dan Lampiran I1C.

Pasa |1

Keputusan M enteri Keuangan ini mula berlaku padatanggd ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan  pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 23 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESA,
ttd.
BOEDIONO
Sdinan sesua dengan aslinya
KepadaBiro Umum
u.b

KepadaBagan TataUsahaDepartemen

K oemoro Warsito, SH.
NIP 060041898



LANPIEARN |
FEFUTUEAN MENTER] KEUAMGAN BEPLBLIE
EMIOMESLA HOMO® : 172 EME . 06/ 2002
FENTAMG  FPEHUBAHNAN  ATAS HKEPUTUSAN
MIENTEIRLE KELIANGAN PR
AaEfl v R AN 7200 TENTANG PREIRUSATLAAR
FERIEIAY A AN

MEMNTERI KEUAMGAN
FEPLELIL INCOMESEA,

PERMOHONAN IZIN USAHA

Repada Yih.

Menteri Kevangan 151

4] Dirckiur Jenderal Lembaga Keuangan
Gedung A Lantai 3
Il Dr. Wahidin No.l
Jakarta 10714,

Menunjuk  surat  Keputsan Menteri Kevangan No, ..o mopgal Lol tentang
........................ . dengan int kami

Maima L

Adama

mengajukan permobonen untek mendapatkan izin wsaho dalon becdang .. o Untuk melengkam
permohonan dimaksud, bersama ini kami samnpaikan dokumen-dokwnen scbagai berikul -
. Akta pendirian PT ... termasuk anggarom dosar vang telah disabkan olch instansi
berwenang.,
Data pemeganp sabam/inpaotn®)
Drata Direksi don Dewan Komisaris atae Penpuras dan Penpaswas,
Sistemn dan prosedur kerja, struktur arpanisasi, dan personalio
Fotacopy bilyet deposito sebesar Bp ..o (o) alas o BT
sebagai setoran modal yanp dipersvacatkan,
6. Rencana kerja untuk 2 (dus) tabun pertama yang sekurang-kurangnya meenoal:
a. Rencana pembiayean dan langkah-langkab yong dilakukan untuk mewujudkan rencana
dimaksud;
b. Proyeksi arus kas, neraca, dan perbitengan laba/tuzi balanan dimulai sejek Perusahaan
Pembiayaan melokokan kegistan operasional.
7. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa ;
a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
b. bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewn-menyewn peduwne kamor,
€. contoh petjanjian pembiayaon vaoe akan dipenakon sesual dengan kelentuan perindang-
undangan yang berlaku, yoang isi peranjionya menjadi tnepung jowab pora pihak yang
membual perjanjian;
d, MNomor Pekok Wajib Pajuk (NPWI),

LA La L3 b

Demikian permohonan kami don stas perhation Bapak £ 1ba 4, kama weapkan lerima kosih.

[hreks:

5 ————

Tembuson ;
Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayan,
*y Caret yang tidak perla



LAanEPIRAM 1]
REFLTLESAN MERNTERL REUANGAR RETUDLIE
INDIOMESIA NOMOI : |72 /KMK. 06/ 2002
TEMTAMNG PERUEAHAN ATAS EEPUTUSAM
MENTLERI RLELANGAM MO
MEKME D000 TENTANG  PERUSATIAAN
PEMIAY AAN

MEMTERI MELAMNGAM
FREPUGLIL INDOMESIA

PERMOHONAN AN KOMNSOLIDARL

Kepada Yth.

Menteri Kevangan R.[

). Direktur Jenderal Lembagza Kevangan
CGredung A Lantad 3
11, Dr. Wahidin Mo. 1
Jakarta 10710,

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Konsolidast antara M1
PT vveiiiiciiiiiniiiwance dan PT oo menjadi PT

Sebapai bahan periimbanpan dengan ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebogai berikut:

|. Risalah Rapat Umum Pemepang Saham ¢ Rapat Anpgota,

2. Rancanpan Konsolidosi .

3. Bukli pelaporan kepade Badan Penpawas Pasar Modal dan pengumuman kepada investor, bagl
o B A yang tercatat di pasar modal,

4, Bukl penpumuinan menpenal ringkasan rancangan kBonsclidasi,

5, Status kantor pusat dan kantor cabang dari Peresahaon Pembiayann yong melebuckan dic.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak / lou, kami ucapkan terima kasih.

s eakroi
I-.E'.'l'\..":\...1|

R o B 1

P lssmasamiinimi i

Tembusan :
Dircktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan.



LAMPIRAM 115
KEELITLISEARN MENTERI KEUANGAN REFUDNLIK
INDCONESIA HOMOG ;. 172/EME. 06/ 2002
TENTANG  PERUDAIIAN  ATAS  KEPUTUSAN

MERTII] EELAMNGARN HOMOLR
AASR MBI T2000 TEMTAMG  PLEEUSATLAAR
PEMBIAYAAN

MEMTERI KEUAMGAN
NEFLIGELIK IMZHORIESLA

LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Kepada Yth.

Menteri Kevangan L1

c.q. Direkiur Jenderal Lembaga Kevanpan
Gedunp A Lantai 3
Il Dr. Wahidin Mo, ]
Jakarta 10710.

Dengan ini dilaperkan bahwa sesum dengan RUPS tangpal
anggaran dasar, modal dasar dan madal disetor*), vait:

=~

Lama Bauru

Mﬂdﬂl da-l:iar SN CEY M et e T A T e B,
hlodal disetar e Erio

..................
i -

Komposisi pemepang salam:

Milal saliam

MWama pemepang saham

Sebaga kelengkapan datz, bersama ini kami sampaikan:

l. Risalah RUPS atau rapat anggota;

2. Perubahon anggaran dasar yanp telab disahkon ¢ dilaporkan®) kepada instansi berwenang dan
didaftarkan dalam Daftar Perusahoan,

3. Fotokept bukti pelunssan modal disclor,

Demilian laporan ini kami sampaikan dan stas perhatian Bapak ¢ [ou *), kamid ueapkan terima

kasih.,

Direkst
BT

Tembusan:
Direktur Perbankan dan Usaba Jasa Pembiayam
*) Coret yang tidak perlu



MEMTERI KEUANGARN
REPLIGLLE IMCOMESLA

LAMPIRAN IR
KEPLITUSAM MENTERD KEUAMGAN REPUDLIE
IMEMIHESIA NOMOR - 172/ EME. 06/ 2002
TEMTANG PEEURANAN  ATAY  KEPLTUSAR
b ER N T BEUANGAN HOROR
ARBME DI TMI00 O TENTANG  PELUSAIIAAN
PEMIMAY AN

LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SATTLAM

Kepada Yih,

Menteri Kevangan 121

c.q. Direktur Jenderal Lembapa Keuangan
Gedung A Lantai 3
J1. Dr. Wahidin No.1
Jakarta 10710,

Dengan ini dilaporkan babwa sesuai dengan RUPS tanggal ......... teluh dilokukan perubahon

modal dasgar, medal diselor dan pemepans saham, yailu ;

ERTEH

Modal dasar '

Modal disetor

Lama

Baru

Mama pemepang saham
(Rp)

Milai saliam

i) |

Mama pemegang soham

sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:
L. risalab rapat umum pemepang saham atau rapat anggots;

2. dawa pemegang saham atau angpota :

. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf b angka 1,2, dan anpka 3 Kepotusan Menteri Keuangan Nomor 448K ME.017/2000
tanggal 27 Oktober 2000 serta surat pernyatoan balywa setoran modal tidak berasal dari
pinjaman dan kegiatan pencucian uang {marey lamdering);

b, dalam hal badan hukun wajil dilampiri dengan:

1) akla pendirian badan hukwn, termasuk anggaran dusar berikul perubahun-perubahon yang
telah mendapat pengesahan dart instansi berwenang termasuk bagi badan usoha asing
sesual denpan ketentuan yang berlaku di negara asal;

dan

2} laporan kevangan yvang telah diasdit oleh akunton publik dan laperan kevangan terakhin
g B 2]

3} dokumen sebapaimana dimaksud dalum Pasal 10 hueal b oangka 1,2, dan angka 3
Keputusan Menteri Kevanpgan Nomoer 448/KMEL017/2000 tanggal 27 Okiober 2000 bag

pemegang sabam dan direksi alou pengurus;

[otokopl bukti pelunasan modal disclor

o ek

didaftarkan dalam Dafiar Perusabaan.

perubahan anggaran dasar yang teloh disabkan / dilaporkan®) kepada instansi berwenang dan

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perbatian Bapak /7 Ibe *), kami veapkan

terima kasih.

Tembusan:

Direktur Ferbankan dan Usala Jasa Pembiayaan

¥} Coret yanp tidak perfu



LabPLLAa™ T
REPUTUSAMN MENTER] REUANGAN REPUSRLIE
INDONESIA NOMOR ;. 172 /KME .06/ 2002
TEMTAMG PERUBAHAN ATAS  EEPUTUSAN
MENTERI KEUARNGAHN HOMOH
AR REDINI00 TENTANG  FPERUSALIAAN
FEMIMAY A AN

MENTERI KEUARGAN
FEFPLIBLIK INDONESLA

LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI DAN DEW AN EGMISARIE
ATAU PENGURLUS DAN PENGAWAS

Kepada Yih,

Menteri Keuangan R.IL

c.q. Direktur Jenderal Lembagn Keuangan
Gedung A Lantai 3
1. Dr. Wahidin No.1
Jakarta 10710,

Dengan ini dilaporkan babwa sesuai dengan RUPS 1an gal o telah dilakukan perubahan
direksi / dewan komisaris / pengurus / pengawas ¥}, yuitu

[ [.i]:l'E:_I _ |- - Bacu .

Komisaris Utarma
| Koomisaris

| Diirektur Utama
Direktur

Sebagai kelengkapan data, bersama ind kami samypaikan:
1. risalab rapal umum pemegang sabam alau rapat anggot;
2. date direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas *) meliputi:
g fowokopl tanda pengenal yang dopat berupa Kartu Tanda Penduduk (KT stau paspor;
b. daftar viwayat hidup;
C.  surdl peroyataan:
1} tidak tereatat sebagai debitur kredit macet di sckior petbankan:
2} tidak pernah melakukan tindakan tereela di bidang perbankan;
3} tidak pernah dilubkum karena tindak pidana kejohatan; dan
4} tidak pernah dinyataken pailit atan dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu
perseroan/perusahaan dinyatakon pailit berdasarkan putuszn pengadilon yang  telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. bukti berpengalaman operasicoal di bidang Perusahaan Pembiayuwn atao perbankan sekurang-
Kurangnya selama 2 (duz) tabun bogi salab satu dicekst atae pengurus;
. fotokopi Karw [zin Menetap Sementara {KIMS) dan ftakopi surat izin bekerjn dari instansi
berwenang bagi warps negara asing:
I} untuk direksi atau penpuras; dun
2) untuk anggola dewan komisaris atau pengawas ving beimaksod menctap di Indonesio;
3. perubzhan angparan dasar vang leinh dilaporkan kepada instansi berwenang dan didaltarkan
dalam DaRar Perusahaan,

Demikian laparan ini Kami sampaikan dan atas pecbatian Bapak ¢ 1bu =), kami ueapkan lerima
kasth,

Direkst

] e s
Tembusan:
Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan
¥} Coret yang tidak perlu



Kepada Yth.
Menteri Kevangan [L1

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDORES) A

PERMOHONAN [ZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT ..., ... []

c.q. Direktur Jenderal Lembaga Kevanpan

1,
2,
3,
i,
b,
[N
4.

Tembusan :

Gedung A Lantai 3
I D, Wahidin Mo, |
Jakara 10710,

LAMPIEAM LI
EEPUTUSAM MLEMTERD ELEUANGAN REPUBLIK
IMNEOMESIA MOMOR ;. 172K, 062002
TENTANG  FERLBANAN  ATAS  KEFUTUSAM
MENTER] REUANGAM L I L
FUBBRELDINMUID TEMTARG  PERUSARAAN
EEMLLAY AAN

Dengan ini Kami wengajukan permobonan izin pembukaan Kantor Cabang dengan alamat J1,
e B KO (L sesuni dengan rencana kerja wlhunan 7]

............... E[13 11 | R

sebagal bahan pertimbangan dengan ini kami sumpaikan dokumen-dokumen sebapai berikul :

Rincian kualitas aktiva produktil dan rincian kewajiban 1 (sata) bulun sebelwn tangeal swral

permahonan.

Bukli kesiapan opetasional.

Rencana kerja Kanter Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan memuat:

Hencana kebutuhan peguwai;

Rencana Kerja Tahunan Perusahsan Pembiayaan.

Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayasn.

Rencana kegiatan yang mencakup sumber pendanaan dan pembiayvaan serta langkah-langkah
Kepiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

Proyeksi arus kas bulanon yang dimulai sejok Kantor Cabang melakukan  kegiatn
operasional serta proyeksi peraca dan perhitungan lebafrupi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak § by kami ucaphon werima kasil,

[Nrckst
P coesn pamnas



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN KEPURLIR
INDONESIA MOMOR - 172 /HMK. 06/ 2002

TENTANG  PERIBAHAN  ATAZ  KEPUTUSAMN
MEN TR RELANGAN NOMOR
BHRMEGTTZOEE  TENTANG  FERUSAIAAN
PEMBIAY AAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INGONES!A
RINCIAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
Eamponen — Kolektibilitas Teisesdate |
Lancar [hriagukan Macel |

1. Penapaman Neto Sewa Guna Usaha
* Dengan Hak Opsi
a. Jawh tempo dalam setalion
b. Jatul tempo lebih dari setabun
+ Tanpa Hak Opsi
a. Jatuh tempo dalam setahun
b. Jatub tempo lebil dari setahun

4. Tagihan Anjak Piutang
a, Piutang Dapang
b. Wesel / Promise

3. Piutang Pembiayaan Konsumen
a. Jatuh tempo dalam setahun
b Tatuh tempao lebih dari setabuon

4, Kartue Fredit

Ly

. Surat-surat Berharga *)
a. Jatuh tempo dalam seinhun
b. Jatuh tempo lebih dari setahun

Jurnlal

S

*)  SBI, SBPU, promes, wesel, CPs, CDs, olligasi, saham

RINCIAN KEWAIDAN

Komponen

Juslah

—a

- Pinjaman Dalam MNegeri

a. Jatuh tempo dalam setahurs

b. Jatuh tempo lebib dari selahun
Z. Pinjaman Luar Neperi

a. Jatub tempo dalam setahun

b, Jatuh tempo lebib dari setabun
. Obligasi

. Jatuh tempo dalam setahun

L. Jatuh tempo lebih dari setahun

L)

- ————

Jumlah




MEMTERI KEUAMGEAN
HE PLIGLIK I HOMESEA

LAMPIRAN W
REPUTUSAN MENTERL EEUANGAN REPUBLIE
INDUONESIA MOMOR ;. [72 /R, 0642002
TEMTANG  PERUBAHAN  ATAS  KEPUTUSAN
MEMTIERE KEUAMGAN MOMOR
PRERME M TRMED  TENTANG  PERUSAHAAN
PERBLAY AAN

PERMOHONAN 1ZIM PENUTUPAN KANTOR CABANG BL ...

Kepada Yth,

Menteri Keunnpan R.L

e.q. Direktur Jenderal Lembagn Kewanpan
Gedung A Lantai 3
J. Dr. Wahidin Mo,
Jakarta 10710,

Dengan i kami mengajukan permohonan izin penutupan kartor

ceennen .. dengan alasan

yvang  beralamat di

Demikian laporan kami dan atas perhation Bapak /£ 1bu ki ueapkan tecima kasih,

Tembusan :
Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Peanbiayaan.

Direkst
]



LAMPIRAN Y1
REMUTURAN MENTERTD BELANGAN REMIBLIK
IMDOMESIA MOMOR ;. D72 /EME, 0672002
TEMTAMG . PERUBALAN  ATAS  KEPUTHEAN
MEMTERL KELARNGAN RO
PHRERMEOETIED  TEMNTANG  PERLSAIIAAN
PERBIAY AAN

MENTERI KEDAMGAN
FEPLUBLIRK INDONES A

LAPORAN PINJAMAN SUBORDINAS]

Kepada ¥th,

Menteri Keuangan R,

¢.q. Dircktur Jenderal Lembaga Keuangan
Gedung A Lantai 3
JI. Dr. Wahidin MNo.|
Jukarta 10710,

Sesuai dengan Pasal 22 avat (7), dengan ini kami laporkan babwa PT. . . . telah menerima
pinjaman subordinasi masing-masing dari -

T scbesar ..., *) senilal Rpo L, yang jatul tempe tngeal . labun
S PR sebesor .. ..., *) senilai Rp._.......... yang jatuh wempe twogeal - ban
3 - sehesar . . ... ) senilal R, yang jatul tempo taneeal L tabun

Sebapai kelenpkapan data, bersama ini kami lanpitkan foto copy perjanjian pinjaman subordinasi
tersebut,

Dremikian laporan kami dan atas perbatian Bapak/bu kami seapkan terima kasih,

Ipaksg)

P, s s

Tembusan :
Dircktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan.,

*) mata vang valas



EAMIPILAN VI
EEFUTUSAN MENTER] KEUANGAN REFMUBLIK

IMDONESIA MOMOR : 172 o, D& /2002
TFNTARG  PERUBAHAN  ATAS  KLFLITUSAN

MLHTER] KEUAMGAR WO
BB AME B T200E  TENTANG  PERUSAAARN
MEMTERI KEUANGEAR PERTLAY AAN

AEPLELIE IMOGMHESLA

PERUBAHAN NAMA PERUSAFAAN PEMBIAY AAN

Kepada Yth,

Menter: Keuangan R.1

¢.q. Direkiur Jenderal Lembaga Keuangan
Gedung A Lantai 3
JL. Dr. Wahidin No.|
Jakarta 10710,

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal ... oama T berubal
menjadt P'T ..........

Perubahon pama tersebul lelah mendapar persetgjuan dard instansi berwenasng dalaum
Keputusan ........ Mo ... tanggal L,

Sebapai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan;

4. risalah rapat umum pemegang saham;

b. perubahan anggacan dasar yang elab disabkan aleh instansi berwenang;
¢ MPWP (dengan nama Pl yang bary),

lerkenaan dengan bal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak / lbu untuk memberiakakan
winusaba PT .................kepada PT

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapakd/bu kami ucaphan terima kasih,

Tembusan :
Dircktur Perbankan dan Usaha Tasas Pembiayaan.



